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Draft final 14 Desember 2011 Jam 15.00 WIB 

 
 

RANCANGAN 
  

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR : 19 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN POLISI PAMONG PRAJA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi ketenteraman dan ketertiban 
umum Daerah yang kondusif sebagai kebutuhan mendasar bagi 
kehidupan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan 
dinamika kegiatan masyarakat, sesuai dengan tuntutan era globalisasi 
dan otonomi Daerah, telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja 
Provinsi Jawa Barat;  

b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong 
Praja sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan 
Pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman serta perlindungan masyarakat, perlu mengatur 
penyelenggaraan Polisi Pamong Praja, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;  

Mengingat          : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 
1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4747) dan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5094); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5135); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi 
Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan 
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri D, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 108); 
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12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN   DAERAH   TENTANG   PENYELENGGARAAN   POLISI 
PAMONG PRAJA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Definisi 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat 

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah 
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari 
Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam 
melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
serta perlindungan masyarakat.  

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 

7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala 
Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa 
Barat. 

8. Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja dan diangkat menjadi Polisi 
Pamong Praja serta ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 
Jawa Barat. 

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 
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10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. 

11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang 
mengandung sanksi pidana. 

12. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah keadaan 
dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan 
teratur. 

13. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang 
dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang 
diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas 
adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan 
serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana,  
guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut 
memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta 
kegiatan sosial kemasyarakatan. 

15. Tindakan Penertiban Non Yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh 
Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Pelaksanaannya di luar 
pengadilan. 

16. Tindakan Administratif adalah tindakan berupa pemberian surat 
pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Pelaksanaannya. 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan  

Paragraf 1 

Maksud 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja dimaksudkan untuk menjamin 
pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan 
masyarakat di Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tujuan 

Pasal 3 

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja, meliputi : 

a. terlaksananya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Pelaksanaannya secara efektif dan efisien sesuai kewenangan, 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat di Daerah; dan 

c. terlaksananya perlindungan masyarakat di Daerah sesuai kewenangan, 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 

Kedudukan 

Pasal 4 

(1) Satpol PP dibentuk untuk membantu Gubernur dalam penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat di Daerah. 

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 
Daerah. 

 

Bagian Keempat 

Tugas Pokok dan Fungsi  

Paragraf 1 

Tugas Pokok 

Pasal 5 

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum, dan 
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

 

Paragraf 2 

Fungsi 

Pasal 6 

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5, Satpol PP mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Pelaksanaannya; 

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat di Daerah; 

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, PPNS, dan/atau aparatur lainnya; dan 

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum 
agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan 
Pelaksanaannya. 

(2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),               
Satpol PP melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, 
meliputi : 
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